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ABSTRAK

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program pemerintah yang sudah
ada sejak tahun 2007 guna mempercepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Program PKH di Kabupaten Pidie Jaya dilaksanakan pertama kalinya pada tahun
2013. Penerima PKH di Kecamatan Meureudu terutama di desa Manyang Cut saat ini
sebanyak 41 KK. Setiap KPM memiliki kewajibannya masing- masing. Apabila KPM
tidak memenuhi kewajiban, maka dikenakan sanksi berupa penghentian bantuan dana
PKH. Seperti yang terjadi di desa Manyang Cut, ada dua KK yang diberhentikan
bantuan sosialnya dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai KPM PKH
yaitu tidak memasang stiker PKH/ mencabut stiker PKH dan ada juga dikarenakan
anak berhenti sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
ketaatan KPM dalam PKH dalam di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu
Kabupaten Pidie Jaya dan untuk mengetahui dan menganalisis pendataanKPM dalam
di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.Metode yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwaKetaatan Keluarga KPM dalam PKH di Gampong Manyang Cut
dalam menjalankan kewajibannya, bisa dikatakan baik secara keseluruhan,walaupun
ada beberapa yang dikeluarkan. yang telah dikeluarkan kepesertaanya tidak dapat
diajukan kembali sebagai pesertaPendataan. KPM dalam PKH di Gampong Manyang
Cut saat ini sudah dikategorikan baik dan berjalan dengan lancar. Adapun tahapan
pendataan KPM PKH vyaitu sebagai berikut: 1) Tahap perencanaan 2) Tahap
Pertemuan awal dan validasi 3) Penetapan KPM PKH 4) Penyaluran bantuan social 5)
Pemutakhiran Data 6) Verivikasi komitmen 7) Pendampingan 8) Transformasi
kepesertaan.

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan (PKH), Ketaatan, Pendataan
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang dialami oleh setiap bangsa
dan negara di dunia. Fenomena tersebut biasanya terjadi pada negara berkembang,
salah satunya negara Indonesia yang masih dikategorikan negara berkembang.
Menurut Bambang, “Kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensional
yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga sosial, budaya dan politik.
Oleh karena itu kemiskinan ini juga merupakan pekerjaan yang sangat besar bagi
pemerintah, dimana negara bertanggung jawab atas fenomena kemiskinan yang
terjadi”. !

Bahasan tentang kesejahteraan biasanya tidak lepas dari kata kemiskinan.
Fenomena kemiskinanan pada bangsa Indonesia sejak lama dialami dari zaman
kerajaan maupun zaman kolonial, dan sampai saat ini Indonesia masih saja di
hantui dengan fenomena kemiskinan. Kemiskinan ditandai dengan berbagai hal di
antaranya adalah rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan
mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu pelayanan kesehatan, gizi anak,

dan rendahnya mutu pelayanan pendidikan. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh

merilis data terbaru mengenai kemiskinan. Aceh masih menempati provinsi

!Bambang Rustanto, Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia, (Bandung: STKSPRESS, 2014) hal.
9



termiskin di Sumatera dan nomor ke enam se- Indonesia dan Kabupaten Pidie

Jaya memiliki indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 0.81%.2

Untuk meminimalisir permasalahan tentang kemiskinan, pemerintah
memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan, mulai dari program
penanggulangan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan
berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan
yang berbasis pemberdayaan usaha kecil. Salah satu program penanggulangan
kemiskinan berbasis bantuan sosial adalah Program Keluarga Harapan (PKH).
Program ini merupakan program Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Sosial
yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial selaku instansi pemerintah yang bergerak
dibidang sosial dengan tujuan untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial

terhadap warga miskin Indonesia.

Menurut Kementrian Sosial RI, “Program Keluarga Harapan (PKH)
merupakan suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga
Miskin (KM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan, kesehatan
dan kesejahteraan sosial”. SProgram ini diberlakukan dengan tujuan untuk
memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan taraf hidup keluarga penerima
manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial,

dengan kata lain Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat mengurangi

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh.
3 Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga
Harapan(PKH) (Kementrian Sosial RI, 2019).



beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutuskan rantai
kemiskinan dalam jangka panjang.

Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai pada tahun 2007 dan masih
berlanjut sampai saat ini. Tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan
program atau tahap uji coba. Dikatakan tahap uji coba karena tahap untuk menguji
berbagai instrument yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain
metode penentuan sasaran, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran dan
pengaduan masyrakat.

Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu Kabupaten yang
melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program PKH di Kabupaten
Pidie Jaya dilaksanakan pertama kalinya pada tahun 2013. Kabupaten Pidie Jaya
terdiri dari 8 kecamatan, salah satunya kecamatan yang ada di Pidie Jaya yang
melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu Kecamatan Meureudu.
Kecamatan Meureudu terdiri dari 30 Desa/ Gampong. Salah satunya yaitu Desa
Manyang Cut. Data bantuan PKH di desa Manyang Cut yang dikirimkan ke
kantor PKH pada tahun 2020 yaitu 60 KK. Tetapi yang menerima PKH di desa
Manyang Cut saat ini sebanyak 41 KK sedangkan yang tidak menerima bantuan
PKH yaitu 19 KK.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu pendamping PKH Manyang
Cut mengatakan bahwa bantuan dana PKH yang diberikan oleh pemerintah
berorientasi di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, yang ketiga
komponen tersebut memiliki kriteria yaitu bayi/ anak balita, ibu hamil, anak

sekolah SD, SMP dan SMA, disabilitas berat dan lansia yang umur di atas 70



tahun. Sasaran penerima PKH adalah Keluarga Miskin (KM) yang memenuhi
minimal satu dari lima kriteria tersebut. Setiap Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) juga memiliki kewajibannya masing- masing supaya selalu mendapatkan
bantuan PKH. Salah satu kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH
yang umum yang harus dilakukan oleh anggota Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) yaitu menghadiri pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan sekali dan setiap rumah wajib
memasang stiker PKH. Apabila Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak
memenuhi kewajiban dikenakan sanksi berupa penangguhan atau penghentian
bantuan dana sosial PKH.

Seperti yang terjadi di desa Manyang Cut yaitu ada dua KK yang
diberhentikan bantuan dana sosialnya dikarenakan anggota tersebut tidak
melaksanakan kewajibannya sebagai KPM PKH vyaitu tidak memasang stiker
PKH/ mencabut stiker PKH yang sudah dipasang dan ada juga KK diberhentikan
bantuan dana sosialnya dikarenakan anak sekolah yang tidak sekolah lagi/
berhenti sekolah.

Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti tertarik mengambil judul
tentang” Ketaatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dalam Program Keluarga
Harapan (PKH) Di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten
Pidie Jaya” untuk diteliti lebih lanjut lagi dan lebih mendalam lagi.

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan identifikasi

masalah sebagai berikut:



1.3

Lemahnya sistematika pendataan peserta Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) PKH.

Belum adanya ketaatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dalam
menjalankan kewajibannya.

Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian singkat latar beakang diatas, adapun yang menjadi

rumusan maslaah dalam penelitian ini adaah:
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1. Bagaimana pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program

Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Manyang Cut Kecamatan
Meureudu Kabupaten Pidie Jaya?

Bagaimana ketaatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program
Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Manyang Cut Kecamatan
Meureudu Kabupaten Pidie Jaya?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dari

penelitian ini yaitu:

1.5

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pendataan Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong
Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

Untuk mengetahui dan menganalisis ketaatan Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Manyang
Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

Manfaat Penelitian



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis
maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan bagi Program Studi Admistrasi Negara dapat
menjadi referensi atau tambahan informasi dalam pengembangan ilmu
pengetahuan terhadap para mahasiswa mengenai ketaatan Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Secara praktis diharapakan dapat menambah wawasan berfikir tentang
sistem penyaluran bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan
(PKH) dan dapat menjadi bahan masukan terkait pengentasan kemiskinan
Program Keluarga Harapan di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya
dan PKH di daerah lainnya yang mengalami fenomena yang sama.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Ketaatan

Ketaatan adalah sifat tunduk terhadap sesuatu yang dianggap mengikat
dam memiliki kedudukan lebih tinggi. Ketaatan dalam periilaku manusia adalah
suatu bentuk pengaruh asosial dimana seseorang menyrah pada instruksi atau
perintah.

2. Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Keluarga penerima manfaat (KPM) adalah keluarga miskin berdasarkan
Basis Data Terpadu (BDT) yang memenuhi minimal satu kriteri dari program
PKH itu sendiri.

3. Program Keluarga Harapan (PKH)



PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga
miskin yang ditetapkan sebagai Penerima Manfaat PKH yang bertujuan sebagai
uapaya membangun dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin

sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
2.1  Penelitian Terdahulu
Sebelum penelitian ini dilaksanakan, ada 3 peneliti terdahulu
yangmelakukan penelitian tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun
penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi adalah:

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No. Judul Penelitian Hasil Penelitian

1. | Penelitian dari Monica | Jenis penelitian yang digunakan pada
Matilova tahun 2019 penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan
yang judulnya adalah hasil penelitian yang didapatkan yaitu
Implementasi Program | implementasi PKH di Bukit Kemuning sudah

Keluarga Harapan berjalan dengan cukup baik, terlihat dari proses
(Pkh) Di Kecamatan kegiatan pertemuan awal, validasi,
Bukit Kemuning pendampingan pencairan bantuan,
Kabupaten Lampung pemutakhiran data, dan verifikasi komitmen
Utara. peserta PKH serta adanya sanksi yang cukup

jelas dan tegas bagi KPM yang tidak memenuhi
komitmennya, proses seleksi dan penetapan
program hanya dilakukan ditingkat nasional.




Penelitian dari Nurdiana
tahun 2017 yang judulnya
adalah Implementasi
Program Keluarga
Harapan (Pkh) di
Kecamatan Mambi
Kabupaten Mamasa

Jenis penelitian yang digunakan pada
penelitian ini adalah penelitian kualitatif
dengan hasil penelitian yang didapatkan
bahwa Implementasi Pelayanan Program
Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan
Mambi Kabupaten Mamasa, dapat dilihat
dari proses sosialisasi hingga distribusi dana
PKH yang dilakukan oleh pendamping dan
Hambatan dalam Implementasi Program
Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan
Mambi Kabupaten Mamasa. Pertama, tidak

ada pendamping PKH vyang intens
mendampingi para peserta PKH untuk
melakukan transformasi perubahan

kesejahteraan hidup. Kedua, lokasi tempat
tinggal pendamping yang berada diluar
wilayah ~Kecamatan Mambi, sehingga
menyulitkan proses monitoring yang harus
dilakukan oleh pendamping. Ketiga, sulit
melakukan koordinasi di antara peserta PKH
yang di koordinir dalam kelompok.

Penelitian dari Eni
Kusumawati tahun 2017
yang judul penelitiannya
adalah Implementasi
Program Keluarga
Harapan (PKH) untuk
Pemerataan dan
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat Miskin
Dalam Perspektif
Ekonomi Islam

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif
dengan hasil penelitian yang didapatkan
bahwa Implementasi Program Keluarga
Harapan (PKH) Desa Soko cukup
meningkatkan kesejahteraan KPM dan
Program Keluarga Harapan di Desa Soko
dari tahun 2013-2017 sudah terlaksana
dengan baik. Program Keluarga Harapan
(PKH) Desa Soko juga sudah memenuhi
indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat
guna dan tepat waktu yang sangat
berpengaruh terhadap kesuksesan Program
Keluarga Harapan (PKH) di Desa Soko.
Hanya saja Program Keluarga Harapan
(PKH) belum bisa dikatakan merata, karena
masih ada warga miskin yang belum
merasakan manfaat dari Program Keluarga
Harapan (PKH) tersebut. Hal ini disebabkan
karena terbatasnya kuota Program Keluarga
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Harapan (PKH) dari pemerintah untuk Desa
Soko dan juga banyaknya jumlah warga
miskin masyarakat Desa Soko.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga penelitian
tersebut memiliki kesamaan yaitu sama- sama menggunakan jenis penelitian
kualitatif dan sama- sama meneliti tentang impelementasi Program Keluarga
Harapan (PKH). Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti menggunakan tempat
penelitian yang berbeda- beda dan menggunakan penjelasan yang berbeda- beda
juga. Yang mana penelitian yang pertama menjelaskan tentang cara pelaksanaan
Program Keluarga Harapan (PKH), penelitian yang kedua menjelaskan tentang
proses sosialisasi dan hambatan dalam mengimplementasi Program Keluarga
Harapan (PKH) dan penelitian yang ketiga menjelaskan tentang indikator
Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah tercapai.

2.2  Teori Partisipasi

Pelaksanaan suatau kegiatan tidak lepas dari tujuan- tujuan yang ingin
dicapai. Untuk mendapatkan suatu tujuan yang akan dicapai, maka harus ada
dukungan serta keikutsertaan dari setiap anggotanya baik secara mental maupun
emosional. Menurut Santoso, “Partisipasi adalah keterlibatan secara spontan
yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok
untuk mencapai tujuan bersama”.* Keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan

merupakan partisipasi seseorang yang patut dihargai. Partisipasi ditandai dengan

4Santoso Sastropoetra, Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Pembangunan Nasional,
(Bandung: Alumni, 2008) h. 40.
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keterlibatan seseorang dalam suatu kelompok baik moril maupun materi, serta
adanya rasa tanggung jawab.

Sejalan dengan itu Irwan dan dkk juga mengakatan bahwa ‘“Partisipasi
masyarakat sebenarnya harus ada keikutsertakan masyarakat dalam pengambilan
keputusan, pemanfaatan sumber daya dan pemecahan masasalah”.> Hal ini juga
diungkapkan oleh Yusuf, Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau
konstribusi individu yang dilakukan secara sadar baik secara mental maupun
emosional dalam suatu kelompok sosial yang saling mempengaruhi dari proses
perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan serta
dapat mempertanggungjawabkannya baik secara individu maupun kelompok
dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan bersama.®

Dari uraian pengertian- pengertian para alhi tentang partisipasi, dapat
disimpulkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertakan seseorang dalam sebuah
kegiatan individu maupun kelompok yang memiliki tanggungjawab bersama
untuk mencapai tujuan bersama.

Partisipasi masyarakat tidak hanya dipandang sebagai proses, tetapi juga
merupakan bagian dari tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah kegiatan ataupun
program. Melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa tiga dampak,
yaitu 1) terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. 2) Memberi nilai tambah

pada legitimasi rumusan masalah.3) Meningkatkan kesadaran dan keterampilan

SIrwan dan dkk, Pendekatan Partisipasif Implementasi Perencanaan Pembangunan, (Bandung:
Media Sains Indonesia, 2021) h. 113.

8Yusuf Aldi Tri Utomo (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Keluarga
Harapan (PKH) Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Skripsi. (Malang:
Universitas Negeri Malang) h, 12.
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masnyarakat.’Partisipasi masyarakat dalam suatu program timbul karena perilaku
manusia untuk melakukan suatu tindakan, dimana perwujudan dari prilaku
tersebut didorong oleh adanya tiga faktor utama yang mendukung yaitu 1)
Kemauan 2) Kemampuan dan 3) Kesempatan bagi masyarakat untuk
berpartisipasi.®Salah satu contohnya yaitu pada bantuan Program Keluarga
Harapan (PKH). Setiap anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH wajib
mengikutsertakan dirinya dalam semua kegiatan yang telah ditentukan dalam
PKH yang mana itu merupakan kewajiban setiap anggota Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) PKH. Contoh partisipasi masyarakat/ anggota Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) PKH vyaitu partisipasi dalam kegiatan rapat yang diadakan oleh
pendamping PKH, partisipasi dalam kegiatan pendidikan dan partisipasi dalam
kegiatan kesehatan.
2.3  Teori Kebijakan

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk
umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum
kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari
kata “bijak” yang berarti “selalu menggunakan akal budidaya; pandai; mahir”.
Selanjutnya dengan memberi imbuhan ke- dan - an, maka kata kebijakan berarti
“rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan.®

7 Siti Hajar, dkk, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir, (Medan: Lembaga
Penelitian dan Penulisan IImian Agli, 2018), h.35.

8Siti Hajar, dkk, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir, h. 36

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,
2002), him.13



13

Menurut David Easton, “Kebijakan adalah keputusan yang diambil oleh
pemerintah atau pemimpin kelompok/organisasi sebagai kekuasaan untuk
mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara
keseluruhan”.'® Sejalan dengan hal tersebut, Henz Eulau dan Kenneth Previt
merumuskan kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang
berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan
yang melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.!* Sedangkan menurut Uddin B.
Sore dan Sobirin, “Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-
prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan
konsisten dalam mencapai tujuan tertentu”.*?

Dari uraian tentang kebijakan menurut para ahli, maka dapat disimpulkan
bahwa kebijakan adalah sutau tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan/
tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok/ pemerintah yang didalamnya
terdapat unsur keputusan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Unsur
keputusan dalam kebijakan adalah yang dipikirkan secara matang dan hati-hati
oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan kegiatan berulang yang
rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Oleh karena itu

suatu kebijaka harus memuat tiga elemen, yaitu 1) Identifikasi dari tujuan yang

ingin dicapai 2)Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan

103aid Zainal Abidin, Kebijakan Publik, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwa, 2004), him. 20

MHesel Nogi S dan Tangkilisan, Kebijakan Publik Yang Membumi, (Yogyakarta : YPAPI dan
Lukman Offset, 2003), him. 3

2yddin B. Sore dan Sobirin, Kebijakan Publik, (Makassar: CV Sah Media, 2017), h.21
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yang diinginkan dan 3)Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan

pelaksanaa secara nyata dari taktik atau strategi.*?

1.

Prinsip dalam Membuat dan Menerapkan Kebijakan

Dalam membuat dan menerapkan kebijakan ada beberapa prinsip yang

harus diperhatikan yaitu:

a.

Adanya tujuan, yakni adanya sebuah tujuan yang ingin di capai, melalui
usaha-usaha yang telah di sepakati dengan bantuan faktor pendukung yang
ada atau yang diperlukan.

Adanya rencana yang merupakan alat atau cara tertentu untuk
mencapainya

Adanya program, aitu cara yang telah disepakati dan mendapat persetujuan
serta pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud

Adanya keputusan, vyaitu tindakan tertentu yang diambil untuk
menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan
dan mengevaluasi program yang sudah ada.

Dampak, yakni pengaruh yang terjadi atau timbul dari suatu program
dalam masyarakat.*

Langkah- langkah Pengambilan Kebijakan
Adapun langkah- langkah dalam mengambil kebijakan antara lain:

Identifikasi masalah

Identifikasi masalah adalah mencari masalah yang dihadapi, kemudian
digolongkan menurut jenisnya. Proses pengidentifikasian masalah ini
merupakan langkah awal yang sangat penting, yang akan menentukan
langkah-langkah berikutnya. Kemudian masalah diklasifikasikan menurut
sebab, sumber, jenis, dan bidang. Dalam identifikasi masalah harus
dilengkapi dengan data dan fakta yang ada dilapangan.

Penentuan alternatif

Penentuan alternatif adalah membuat beberapa pilihan penyelesaian
masalah yang dihadapi. Penentuan alternatif merupakan kelanjutan dari
pengidentifikasian masalah dimana dibuat beberapa pilihan dalam
pemecahan masalah sesuai dengan jenis, sumber, bidang alternatif yang
ditetapkan, harus berdasarkan data dan fakta yang ada hingga penyelesaian
yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggung jawabkan

Pemilihan alternatif

13 M. Laniari (2015) Implementasi kebijakan. Skripsi. (Medan: Unversitas Medan Area)
145aid Zainal Abidin, Kebijakan Publik, h. 21
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Pemilihan alternatif adalah menetapkan pilihan yang terbaik dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dari beberapa alternatif yang
ditawarkan, setelah dianalisa berdasarkan fakta dan data maka harus
ditetapkan pilihan yang terbaik yang akan dilaksanakan dan menjadi
pedoman dalam melakukan tindakan berikutnya. Oleh karena itu dalam
menetapkan alternatif harus berdasarkan pertimbangan yang matang
dengan memperhitungkan akibat dan dampak dari alternatif yang dipilih.
Dan yang terpenting alternatif yang dipilih harus sesuai dengan sasaran
yang ingin dicapai dalam penyelesaian masalah

d. Penerapan alternatif
Langkah selanjutnya dalam pengambilan keputusan adalah penerapan
alternatif. Penerapan alternatif adalah melaksanakan alternative terbaik
yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan masalah. Penerapan alternative
harus sesuai dengan pilihan yang dianggap paling baik hingga masalah
yang ada dapat diselesaikan secara efektif dan efisien serta tepat pada
sasaran

e. Evaluasi kebijakan
Langkah akhir yang harus ditempuh dalam membuat keputusan adalah
evaluasi terhadap keputusan yang telah diambil. Evaluasi keputusan
adalah melakukan penilaian terhadap hasil yang dicapai dari penerapan
alternatif dalam menyelesaiakan masalah serta akibat yang ditimbulkan
dari keputusan tersebut.™

3. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan
Adapun faktor yang mempengaruhi kebijakan adalah sebagai berikut:

a. Adanya pengaruh tekanan dari luar
Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau
membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar

b. Adanya pengaruh kebiasan lama
Kebiasaan lama seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini
belum professional, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para
administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak
tersebut di kritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah.
Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti,
terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut di pandang
memuaskan

c. Adanya pengaruh sifat- sifat pribadi
Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat
keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat
pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan
keputusan/kebijakan.

SAG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2005), him. 13
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d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan

besar.

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Pengaruh masa lalu, seperti pengalaman latihan dan pengalaman sejarah

pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau

keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang
yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.*®
2.4 Konsep Ketaatan

Ketaatan berasal dari kata taat yang diberi awalan ‘ke’ dan akhiran ‘an’.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ketaatan adalah ketundukan, kepatuhan,
kesetiaan dan kesalehan.!” Ketaatan juga memiliki arti yang luas, tergantung
posisinya dimana. Dalam bidang sosial ketaatan merupakan kepatuhan dalam
menjalankan kewajibannya terhadap sesuatu yang ia dapatkan atau suatu bentuk
pengaruh sosial dimana seseorang tunduk pada instruksi atau perintah yang sudah
ditetapkan.

2.5 Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan
sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga
penerima manfaat PKH, yang di dunia internasional dikenal dengan istilah
Conditional Cash Transfer (CCT).!® Masyarakat bisa dikatakan miskin jika dalam

rumah tangga tersebut setidaknya memenuhi 9 kriteria dari Badan Pusat Statistik

(BPS) sebagai berikut:

16M. Laniari (2015) Implementasi kebijakan. Skripsi. (Medan: Unversitas Medan Area)

7Suharso dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya Karya, 2017)
h.142

18Tim Nasiaonal Percepatan Penanggulan Kemiskinan, Program Bantuan Pemerintah untuk
Individu, Keluarga, Kelompok Tidak Manmpu Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi,
(Sekretariat Walkil Presiden RI, 2018) h. 99.
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1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m? per orang.

Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bamboo/ kayu murahan.

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bamboo/ kayu yang berkualitas

rendah/ tembok tanpa diplaster.

Tidak memiliki fasilitas buang air besar.

Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/
sungai/ air hujan.

7. Bahan bakar untuk memasak sehari- hari adalah kayu bakar/arang/
minyak tanah.

8. Hanya mengkonsumsi daging / susu/ ayam dalam satu kali seminggu.

9. Hanya membeli sau stel pakaian baru dalam setahun.

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali sehari.

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas.

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas
lahan 500 m?, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan
dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000, - per
bulan.

13. Pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat
SD/tamat SD.

14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal
Rp. 500.000, - seperti sepeda motor kredit/ non kredit. Emas, ternak,
kapal motor atau barang modal lainnya.®

no

ok

Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan salah satu program
pemerintah yang sudah ada sejak tahun 2007 guna mempercepatan
penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Sebuah program bantuan sosial
bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak
untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas
layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga
mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan
mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi

dan Nawacita Presiden RI.

19BPS
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Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan
pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan
pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial
lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH
diarahkan untuk menjadi centre of excellence penanggulangan kemiskinan yang
mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial
nasional.?

Adapun tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat(KPM)
melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan
keluarga miskin dan rentan.

3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga

PenerimaManfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan dan

pendidikan serta kesejahteraan sosial.

Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada

Keluarga Penerima Manfaat (KPM).%

SRR

Dari pernyataan diatas, maka secara umum dapat diartikan juga bahwa
Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk meningkat akses warga miskin
terhadap pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. Yang mana kedua komponen
tersebut memiliki hubungan sangat erat dan saling berpengaruh dengan
kemiskinan.

Kesehatan itu sendiri berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan sosial

suatu negara. Misalnya, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang

20Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan(PKH),
(Kementrian Sosial RI, 2019) h. 11.

ZDjrektorat Jaminan Sosial Keluarga, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan(PKH) (
Kementrian Sosial RI, 2019 h. 27.
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memadai bagi ibu hamil, persalinan, bayi dan balita dalam jangka panjang
berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Yang mana
terganggunya kesehatan akan berdampak pada pengurangan penghasilan keluarga,
misalnya karena hilangnya penghasilan akibat sakit, sama halnya juga dengan
pendidikan. Dengan demikian, jika kesehatan dan pendidikan terganggu, maka
akan mengakibatkan terganggunya pendapatan rumah tangga sehingga mereka
bisa menjadi miskin.

Sasaran PKH merupakan keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar
dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen
kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial. Adapun kriteria komponen
PKH antara lain yaitu:

1. Komponen kesehatan meliputi: ibu hamil/ menyusui dan anak berusia

0 (nol) tahun sampai 6 (enam) tahun.

2. Komponen pendidikan meliputi: anak SD/MI atau sederajat, anak
SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat dan anak usia
enam sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum
menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

3. Komponen kesejahteraan sosial meliputi: lanjut usia mulai dari 70
(tujuh puluh tahun) dan penyandang disabilitas berat.??

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki hak dan
kewajibannya masing- masing supaya selalu mendapatkan bantuan tersebut.
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH berhak mendapatkan:

Bantuan sosial PKH
Pendampingan sosial PKH
Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan

Program bantuan komplementer dibidang kesehatan, subsidi energi,
ekonomi, perubahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

RN

22Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan(PKH)
,(Kementrian Sosial RI, 2019) h. 28.
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Adapun kewajiban KPM PKH seperti dalam Peraturan Menteri Sosial
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 6:

1.  Kewajiaban anggota keluarga penerima manfaat PKH komponen kesehatan
yaitu:

a. Ibu hamil; periksaan kehamilan di fakses sebanyak minimal 4 kali
selama kehamilan, melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan,
kesehatan ibu nifas 4 kali selama 42 hari setelah melahirkan.

b. Bayi usia 0- 11 bulan; pemeriksaan kesehatan 3 kali dalam 1 bulan
pertama, ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, imunisasi lengkap,
penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan setiap bulan,
mendapat suplemen vitamin A satu kali pada usia 6-11 bulan dan
pemantauan pertimbangan minimal 2 kali setahun.

c. Anak usia 1- 5 tahun; imunisasi tambahan, penimbangan berat badan
setiap bulan, pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun,
pemantauan pertimbangan minimal 2 kali setahun dan pemberian
kapsul vit A 2 kali dalam setahun.

d. Anak usia 5-6 tahun; penimbangan berat badan minimal 2 kali setahun,
pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun dan
pemantauan pertimbangan minimal 2 kali setahun.

2. Kewajiaban anggota keluarga penerima manfaat PKH komponen
pendidikan yaitu:
a. Anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar
(SD, SMP, SMA); terdaftar di sekolah/ pendidikan kesetaraan dan
minimal 85% kehadiran di kelas.

3. Kewajiaban anggota keluarga penerima manfaat PKH komponen
kesejahteraan sosial yaitu:

a. Disabilitas berat; pihak keluarga atau pengurus melayani, merawat dan
memastikan pemeriksaan kesehatan bagi penyandang distabilitas berat
minimal 1 tahun sekali dengan menggunakan layanan home visit, dan
layanan home care.

b. Lansia 70 tahun ke atas; memastikan pemeriksaan kesehatan serta
penggunaan Puskesmas Santun Lanjut Usia, layanan home care dan
day care (mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal, lari
pagi, senam sehat dan sebagainya) bagi lanjut usia minimal 1 tahun
sekali.

Apabila Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak memenuhi kewajiban
tersebut, maka dikenakan sanksi berupa penangguhan atau penghentian bantuan

dana sosial PKH.
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2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan alur pikir yang logis yang dibuat dalam bentuk
diagram dengan tujuan untuk menjelaskan secara garis besar pola subtasnsi
penelitian yang akan dilaknakan. Kerangka pikir dibuat berdasarkan pertanyaan
penelitian dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta

hubungan diantara konsep- konsep atau variabel tersebut.?

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:

[ Kebijakan Pemerintah ]

!

Program Kerja

KPM yang di implementasikan
dalam PKH

Keluarga Keluarga
Miskin Harapan

\/

[ Penerima Manfaat ]

A 4

1. Hidup layak
2. Memiliki harapan hidup
3. Meningkatkan perekonomian keluarga

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran

ZProgram Pasca Sarjana UIN, Pedoman Penulisan Karya llmiah (Tesis dan Disertasi), 2015, him



BAB Il
METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Arikunto mengatakan bahwa,”Penelitian deskriptif merupakan
penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status
suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat
penelitian dilakukan?®. Sejalan dengan itu Andi juga mengemukakan bahwa“
Pendekatan kualitatif itu merupakan prosedur penelitian yang mengahasilkan data
deskriptif berupa kata- kata, tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang
diamati.?® Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, catatan
dan dokumen. Data tersebut adalah transkrip wawancara, catatan lapangan,
fotografi, videotape, dokumen pribadi dan resmi, memo, gambar dan rekaman-
rekaman resmi lainnya.?®Jenis penelitian ini digunakan agar dapat memberikan
pemahaman dan penafsiran secara mendalam mengenai keadaan dan fakta yang
relevan mengenai ketaatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program
PKH di masyarakat Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.
3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan salah satu metode yang sangat penting dalam
berjalannya suatu proses penelitian, dimana dengan adanya fokus penelitian maka

dapat memudahkan berbagai hal dalam berlangsungnya proses penelitian tentang

24 Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian. (Jakarta: PT. Rineka Cita. 2005)h.234

Andi  Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan penelitian,
(Yokjakarta: Ar- Ruzz Media, 2016)h. 22

26]. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya offset, 2005), hal.

22
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Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu dalam mengkaji bagimana pendataan dan

ketaatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan

(PKH) di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

Seperti yang dikatakan oleh Bungin bahwa “Secara umum Fokus penelitian

merupakan hal yang terkait, sehingga permasalahan lapangan penelitian di jadikan

sebagai acuan dalam menentukan fokus penelitian”.

2 27

Adapun fokus penelitian yang dapat dikaji dalam penelitian ini yaitu

sebagai berikut:

1. PendataanKeluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga

Harapan (PKH) di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten

Pidie Jaya.
Table 3.1.
Dimensi dan Indikator Pendataan
No Dimensi Indikator
1 | Program a. Bantuan Sosial
b. Pelayanan Kesehatan
2 | Penanggulangan a. Perlindungan Sosial
Kemiskinan b. Penanganan Sosial

Sumber: Pemendagri Nomor 12 Tahun 2018

2. Ketaatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga

Harapan (PKH) di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten

Pidie Jaya.

21 Burhan Bungin, “Metode Penelitian Sosial & Ekonomi Format-Format Kuantitaf dan

Kualitatif untuk Studi Sosiologi,

Kebijakan Publik, Komunikasi,

Pemasaran” (Jakarta: Kencana, 2013) Hal 42

Manajemen, dan
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Table 3.2.
Dimensi dan Indikator Ketaatan
No Dimensi Indikator

1 | Misi Penurunan angka kemiskinan

o o

Meningkatkan Pemberdayaan

2 Perubahan Konstribusi | a. Pendidikan
Keluarga b. Pengguna SDM

Sumber: Permenkes Nomor 12 Tahun 2017

3.3Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana peneliti menentukan
tempat kejadian yang dilaksanakan, dimana dalam hal ini lokasi tersebut bertujuan
untuk melakukan peninjauan sebuah penelitian. Adapun lokasi penelitian yang
ambil peneliti dalam penelitian ini adalah Gampong Manyang Cut, Kecamatan
Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Yang mana alasan memilih Gampong Manyang
Cut dikarenakan penerima manfaat di Gampong tersebut masih banyak yang
belum taat pada kewajibannya sebagai penerima PKH.
3.4 Sumber Data

Proses penelitian kualitatif ini lebih mementingkan kualitas data dan
proses kegiatan objek yang akan diteliti. Oleh karena itu sangat di perlukan
sumber data yang benar- benar memahami masalah penelitian. Adapun sumber

data dalam penelitian ini adalah:
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1. Data Primer

Data primer adalah data yang yang langsung dikumpulkan oleh peneliti
dari sumber pertama?. Dalam hal ini peneliti menjadikan pendamping
PKH dan masyarakat yang menerima bantuan PKH di Desa Manyang Cut

sebagai sumber data.
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang fungsinya untuk memperkuat
data primer. Salah satu contoh data sekunder yaitu data yang diperoleh dari

perpustakaan, dokumentasi, dan laporan penelitian terdahulu.

3.5  Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan
menggunakan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari
sumber pertamanya dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari
penelitian atau hasil kerja orang lain, bukan dari peneliti sendiri dengan kata lain
data sekunder adalah data pendukung yang fungsinya untuk memperkuat data
primer.

Pengumpulan data tersebut menggunakan beberapa teknik seperti

pengamatan atau observasi, wawancara mendalam dengan para tokoh kunci, dan

28 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta:
Rineka Cipta) 2001.hIm. 38
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dokumentasi.?®Untuk memperoleh data yang relavan, maka digunakan teknik
pengumpulan data, antara lain:
1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengamatan langsung. Observasi diperlukan
guna untuk mendapatkan data yang lebih akurat sebagai pelengkap dalam
penelitian. Observasi juga sangat bermanfaat dalam mengambil bukti seperti
halnya foto-foto untuk menambah keabsahan penelitian. Dalam hal ini peneliti
mengadakan pengamatan langsung dengan cara peneliti mendatangi ke kantor
Sekretariat PKH Kecamatan Meureudu dan kediaman pendamping untuk melihat
proses validasi/ pencocokan data peserta PKH sehingga bisa melakukan
pertemuan awal dengan KPM.

2. Wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang
dalam situasi saling berhadapan, yaitu yang melakukan wawancara meminta
informasi kepada informan yang diteliti terkait pendapat dan keyakinannya.*®
Dengan kata lain metode ini adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya
jawab yang dilakukan antara peneliti dengan informan yang dilakukan secara
sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Jenis wawancara yang digunakan
berupa wawancara tak terstruktur atau terbuka. Wawancara tidak terstruktur atau
terbuka yaitu pelaksanaan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, namun yang digunakan hanya

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-
Ruzz Media, 2012), hal.164.
30Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal.109
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berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Oleh karena itu,
untuk dapat memperoleh informasi yang lebih dalam harus menentukan informan
atau partisipan dan mengajukan pertanyaan dari pihak-pihak yang terkait dalam
ketaatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan
(PKH) di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.
Pemilihan informan atau partisipan yang ditentukan bertujuan untuk
mempermudah peneliti dalam menggali informasi, karena informan yang telah
ditentukan dianggap mampu memberikan formasi tentang permasalahan yang
diteliti oleh peneliti.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive
sampling, yang mana teknik ini mengambil informan atau narasumber dengan
tujuan tertentu sesuai dengan judul penelitian karena orang tersebut dianggap
memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Adapun informan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.3
Informan Penelitian
No. Informan Penampilan Jumlah Keterangan
1. | Koordinator KPM PKH 1 Alasan memilih koordinator
Kabupaten Pidie Jaya Orang | KPM PKH yaitu karena

koordinator memiliki peran
selain memantau kinerja
pendamping setiap gampong
juga memiliki tugas dalah hal
mengkoordinasikan dan
mengelola data KPM PKH
melalui laporan dari
pendamping disetiap gampong
2. | Pendamping PKH Desa 1 Alasan memilih pendamping
Manyang Cut Orang | yaitu karena tugas pemdamping
adalah memberikan informasi
dan penjelasan kepada seluruh




28

penerima manfaat PKH tentang
prosuder yang harus dilalui,
tentang ketentuan dan
persyaratan program agar
bantuan yang diterima tidak
dihentikan selain itu
pendamping juga yang selalu
memantau kelapangan, baik
mengecek kehadiran siswa
kesekolah maupun mengecek
kesehatan.

3. | Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) dalam PKH

Orang

Yang mana alasan mengambil
sampel KPM PKH 5 orang
yaitu, untuk melihat dan
mengetahui KPM PKH apakah
sudah menjalankan
kewajibannya dengan baik atau
tidak. 5 orang tersebut yaitu

- 3 orang KPM komponen
pendidikan (2 orang
dikeluarkan)

- 1 orang KPM komponen
kesehatan

- 1 orang KPM komponen yang
kesejahteraan

Total

Orang

Sumber: Data diolah Tahun 2021

3. Analisa Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data mengenai

catatan- catatan, buku- buku, surat kabar, majalah- majalah, notulen rapat atau

agenda- agenda. Data- data tersebut bersifat tidak terbatas pada ruang dan

waktu.>> Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi

penelitian dengan cara membaca, mencatat data atau buku dari Dinas Sosial

seperti buku pedoman umum PKH, Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga

31Sutrisno Hadi, Metodelogi Riset, (Yogyakarta: Andi Offset, 20054), h. 12
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Harapan (PKH) dan lain sebagainya. Selain itu da juga dokumentasi berupa
pengambilan gambar yang berkaitan dengan penelitian ini.
3.6 Teknik Analisi data

Analisis data adalah proses penyederhaan data agar lebih mudah dibaca
dan dipahami. Data- data yang terkumpul dari observasi, hasil wawancara dengan
informan penulis dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan
metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan, realita dan fakta yang
ada. Data-data yang telah terkumpul tersebut, diseleksi dan disajikan, kemudian
ditafsirkan secara sistematis agar dapat menghasilkan suatu pemikiran, pendapat,
teori atau gagasan baru yang disebut sebagai hasil temuan (findings).3* Analisis
data dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Reduksi data yaitu proses penyeleksian dan pemilihan semua data atau
informasi dari lapangan yang telah diperoleh dari hasil proses wawancara,
observasi dan dokumentasi terkait pendataan dan ketaatan KPM PKH

b. Penyajian data yaitu menyusun data atau informasi yang diperoleh dari
survei dengan sistematika sesuai dengan pembahasan yang telah
direncanakan. Penyajian data yang bertujuan untuk memudahkan dalam
membaca dan menarik kesimpulan.

c. Verifikasi data yaitu melakukan penarikan kesimpulan yang didapatkan
dari keseluruhan hasil penelitian yang sudah diteliti dengan tujuan untuk

menjawab rumusan masalah.

82Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, hal. 123.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1  Gambaran Lembaga/Lokasi penelitian
4.1.1 Gambaran Gampong Manyang Cut
Gampong Manyang Cut adalah salah satu gampong dari 30 gampong di
Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. Gampong Manyang
Cut terdiri dari 3 (tiga) dusun, yaitu:
1. Dusun Meunasah Blang
2. Dusun Meunasah Cut
3. Dusun Meunasah Krueng
Adapun yang pernah menjadi Geuchik di Gampong Manyang Cut adalah
sebagai berikut:
1. Bapak H. Abdurrahman menjabat dari tahun 1980-1995
2. Bapak Sulaiman menjabat dari tahun 1995- 2000
3. Bapak H. Zakaria Husen menjabatdari tahun 2000-2015
4. Bapak A. Bakar menjabat dari tahun 2015-2020
5. Bapak Dahlan Usman menjabat dari tahun 2020- 2025
4.1.2 Letak Geografis Gampong Manyang Cut
Adapun kondisi grografis dari Gampong Manyang Cut adalah sebagai
berikut:
1. Luas Dan Batas Wilayah
Gampong Manyang Cut mempunyai luas wilayah 163 ha, yang berbatasan

dengan:

30
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a. Sebelah timur perbatasan dengan sungai

b. Sebelah selatan perbatasan dengan Gampong Manyang Lancok
c. Sebelah selatan perbatasan dengan Beurawang

d. Sebelah barat berbatasan dengan Dayah Timu.

2. Topografis Dan Orbitasi

a. Topografi
1) Lahan Pertanian Basah : 60 hektar
2) Lahan Perkebunan Kering . 77 hektar
3) Lahan Untuk Termpat Tinggal : 26 hektar
b. Orbitasi
1) Jarak Dengan Ibu Kota Kecamatan : 50 Km
2) Jarak Dengan lbu Kabupaten : 2.50 Km
3) Jarak Dengan Provinsi Terdekat : 160 km
4) Jarak Dengan Rumah Sakit Terdekat :1Km
5) Jarak Dengan Perguruan Tinggi Terdekat : 2,5 km

4.1.3 Data Demografi Gampong Manyang Cut
1. Kependudukan

a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin :

Jumlah Penduduk =1.741 Jiwa
Laki-Laki = 827 Jiwa
Perempuan =914 Jiwa

Jumlah KK =506 KK
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a. Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Potensi Pemilihan

Tabel. 3.1.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
DESA/KELURAH JK RASIO JENIS KELUARGA | PENDUDUK
AN KELAMIN
Lk Pr (KK) (JIWA)

(Lk/Pr) x 100

MANYANG CUT 827 914 90 506 1.741

Sumber: Seketariat Gampong Manyang Cut, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.1 jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada
dasarnya secara rancu jenis kelamin berjumlah 506 KK, yang diklasifikasikan atas
laki- laki sebanyak 827 orang sedangkan perempuan sebanyak 914 orang. Hal ini
merupakan tingkatan kemajuan terhadap tingkat kelahiran masyarakat di
Gampong Manyang Cut yang rasionya lebih didominasi oleh perempuan.

b. Jumlah Kependudukan Menurut Golongan Darah

Tabel 3.2.
Data Kependudukan Menurut Golongan Darah
DESA/KELURA JK GOLONGAN DARAH KELUA | PENDU
HAN RGA DUK

Lk Pr | A B 0] AB Tidak
Tahu (KK) JIWA)

MANYANG CUT | 827 | 914 | 20 | 13 | 58 9 1.640 506 1.741

Sumber: Seketariat Gampong Manyang Cut, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.2 di atas menjelaskan bahwa data kependudukan
menurut golongan darah di Gampong Manyang Cut adalah yang bergolongan
darah A sebanyak 20 orang, golongan darah B sebanyak 13 orang, golongan darah
O sebanyak 58 orang dan yang bergolongan darah AB sebanyak 9 orang. Diantara

semua golongan darah yang telah disebutkan, maka golongan darah masyarakat
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Gampong Manyang Cut didominasi oleh golongan darah O tetapi masih banyak
juga masyarakat yang belum mengetahui golongan darahnya.

c. Data Penduduk Menurut Status Perkawinan

Tabel 3.3.
Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan
DESA/KE | JK STATUS PERKAWINAN KK PENDUDUK(
LURAHA | Lk | Pr | Belum | Kawin | Cerai Cerai JIWA)
N Kawin Hidup | Mati
MANYA | 827 | 914 | 895 730 14 102 506 1.741

NG CUT

Sumber: Seketariat Kantor Gampong Manyang Cut, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.3 diketahui jumlah penduduk menurut status
perkawinan yaitu yang belum kawin sebanyak 895 orang, yang status kawin
sebanyak 730, yang status perkawinannya cerai hidup sebanyak 14 orang dan
yang status perkawinan cerai mati sebanyak 102 orang. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa masyarakat Gampong Manyang Cut masih banyak anggota
masyarakat yang statusnya belum kawin.

d. Data Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir

Tabel 3.4.
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir
DESA/K JK PENDIDIKA TERAKHIR KK | PENDU
ELURA DUK
HAN (JIWA)
Lk [Pr |t [ Tm v [v [vi]vi v [ix

MANYA | 827 |91 |36 | 19 |21 | 236 |48 |20 |59 | 158 |11 |506 | 1.741
NG CUT 4 |13 |6 |7 1

Sumber: Seketariat Kantor Gampong Manyang Cut, Tahun 2021
Berdasarkan data penduduk menurut pendidikan terakhir sesuai dengan
tabel 3.4, jumlah penduduk menurut pendidikan terakhir terdiri atas:

| :Tidak/ Atau Belum Sekolah

I : Tidak Tamat SD/ Sederajat
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111 : Tamat SD/ Sederajat

IV :SLTP/Sederajat

\Y/ : SLTA/ Sederajat

V1  :Diploma /Il

VIl  :Akademi/Diploma Ill/Sarjana Muda
VIl :Strata |

IX  :Strata Il

Dengan demikian jumlah penduduk menurut pendidikan terakhir yaitu
yang tidak/ belum sekolah sebanyak 363 orang, yang pendidikan terakhirnya tidak
tamat SD/ sederajat sebanyak 196 orang, yang tamat SD/ Sederajat sebanyak 217
orang, yang pendidikan terakhirnya SLTP sebanyak 236 orang, yang pendidikan
terakhirnya SLTA sebanyak 481 orang, yang pendidikan terakhirnya Diploma I/ 11
sebanyak 20 orang, yang pendidikan terakhirnya Diploma Ill sebanyak 59 orang,
yang pendidikan terakhirnya Strata | sebanyak158 orang dan yang pendidikan
terakhir Strata Il sebanyak 11 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
kebanyakan masyarakat Gampong Manyang Cut berpendidikan terakhir adalah
SLTA/ Sederajat dan masih banyak juga yang tidak tamat SD/ Sederajat. Hal ini
bantuan program Keluarga Harapan sangat diharapkan untuk membantu dan
mengentaskan kemiskinan di Gampong Manyang Cut.

2. Pemerintahan Gampong
Adapun pemerintah disini sebagaimana yang diperoleh pada data lapangan

di Gampong Manyang Cut anggota dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
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Data Pemerintahan Gampong Manyang Cut

NO PEMERINTAH GAMPONG JUMLAH
1 Perangkat gampong 9 orang
2 Kaur Gampong 3 orang
3 Lembaga Kesehatan Masyarakat 3 orang
4 Perangkat Iman/ Keagamaan 3 orang
Jumlah 21orang

Sumber: Seketariat Kantor Gampong Manyang Cut, Tahun 2021

Berdasarkan data pemerintahan Gampong Manyang Cut bahwa perangkat

gampongnya sebanyak 9 orang, kaur gampong sebanyak 3 orang, lembaga

kesehatan masyarakat sebanyak 3 orang dan perangkat imam/ keagamaan

sebanyak 3 orang, yang mana semuanya itu bergabung dalam 3 dusun.

3. Bidang Pembangunan

Adapun bidang- bidang pembangunan yang ada di Gampong Manyang

Cut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6.
Data Bidang Pembangunan di Gampong Manyang Cut

NO | oA SARANA JUMLAH
1 | Agama Mushalla 3 buah
. Taman pendidikan Al-Quran (TPA) 3 buah
2 | Kesehatan Polindes 1 buah
Posyandu 1 buah
3 | Pendidikan TK 1 buah
PAUD 1 buah
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c. SD 1 buah
4 | Organisasi a. Kader TP-PKK 29 buah
b. Desa wisma 15 buah
c. Kader posyandu 5 buah
d. Kader Bela Negara 3 buah
e. Kader Koperasi 3 buah

f. Kader Spp ( Simpan Pinjam Perempuan) 1 buah

g. Kader Kesling 2 buah
h. Kader Gizi 2 buah
i. Kader KB 3 buah
Jumlah 74 buah

Sumber:Seketariat Gampong Manyang Cut, Tahun 2021
Pada dasarnya semua organisasi yang ada dan dimiliki oleh Gampong
Manyang Cut sebagai pendukung terhadap aktivitas pembangunan yang
dirancang, maka diantaranya ada yang menerima PKH dan ada yang tidak
menerima PKH sesuai dengan standarisasi kehidupan dan persyaratan yang harus
dipenuhi dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
4.2  Hasil dan Pembahasan
4.2.1 Pelaksanaan Pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) Di
Gampong Manyang Cut
Kemudian terkait dengan pelaksanaan pendataan Program PKH di

Gampong Manyang Cut dapat di lihat pada alur di bawah ini:
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PENETAPAN Daftar SUMBER DATA:
PERENCANAAN — CALON PESERTA Calon DATA TERPADU PROGRAM
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Gambar 4.1: Alur Pendataan Program Keluarga Harapan
Sumber: Pendamping PKH Gampong Manyang Cut, Tahun 2022

1. Perencanaan

Menurut Pedoman pelaksanaan PKH, Perencanaan dilakukan untuk
menentukan alokasi dan jumlah calon KPM, yang mana lokasi dan jumlah calom
KPM bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penetapan
calon PKM PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementrian
Sosial RI. Syarat kepesertaan PKH yaitu yang termasuk pada tiga komponen yang
sudah dijelaskan di atas, yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.®

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus PKH Kecamatam
Meureudu yaitu dengan bapak Hisbullah. la menjelaskan bahwa:

Mekanisme penetapan Program Keluarga Harapan ini dengan cara, apabila

pengurus PKH sudah mendapatkan data para peserta penerima bantuan
Program Keluarga Harapan, maka pihak PKH tidak asal menerima data

$3Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan(PKH)
(Kementrian Sosial RI, 2021) h. 28.
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tersebut begitu saja, namun pendamping yang berada di Kecamatan akan
mencocokkan kembali data tersebut dengan pesertanya langsung, supaya
data yang diterima sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

2. Pertemuan awal dan validasi
Pendamping PKH melaksanakan sosialisasi pada Pertemuan Awal (PA)
supaya calon KPM PKH memiliki pemahaman dan kesiapan sebagai penerima
manfaat PKH. Pada pertemuan awal ini dilakukan untuk mencocokkan data calon
peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga bisa diperoleh data
yang sesuai dengan kriteria komponen PKH. Pada pelaksanaa pertemuan awal ini

juga pendamping PKH melakukan sosialisasi dan validasi.

L = »
Gambar 4.2 Pertemuan awal dan validasi
Sumber: Pendamping PKH Gampong Manyang Cut, Tahun 2022

Seperti hasil wawancara peneliti dengan pendamping PKH Gampong

Manyang Cut, la menjelaskan bahwa:

Dalam proses persiapan awal ini mengumpulkan semua peserta PKH
untuk memberi informasi mengenai tujuan PKH, menjelaskan syarat
menjadi peserta PKH, menjelaskan sanksi, hak dan kewajiban dan
kegiatan-kegiatan selama mendapatkan bantuan dari PKH. Peserta PKH
itu wajib mengikuti peraturan yang telah disosialisasikan pendamping
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PKH sebelum kontrak penyaluran dana PKH itu diberikan kepada
penerima manfaat.

3. Penetapan KPM PKH

Penetapan PKH vyaitu hasil dari pemutakhiran data dan validasi calon

KPM PKH sesuai dengan kriteria kepesertaan PKH seperti yang telah dijelaskan

oleh koordinator kabupaten melalui wawancara dengan peneliti yang menyatakan

bahwa penetapan KPM PKH dilihat dari kriteria kepesertaan KPM vyaitu yang

termasuk 3 komponen antara lain komponen kesehatan, pendidikan dan

kesejahteraan. Jika salah satu keluarga miskin yang tidak termasuk dalam ke 3

kompenen tersebut maka tidak bisa dinyatakan sebagai KPM PKH.

Adapun penerima KPM PKH di Gampong Manyang Cut yang saat ini

mendapatkan bantuan PKH sesuai dengan kriteria komponen antara lain:

(nol) tahun sampai 6 (enam)

Tabel 4.1

1. Komponen kesehatan meliputi: ibu hamil/ menyusui dan anak berusia 0

Jumah penerima KPM PKH komponen Kesehatan

No. | Nama Alamat Keterangan | Kewajiban dan Sanksi
Penerima

1. | Asniar Dusun Anak berusia 2 | Wajib mengikuti
Meunasah tahun imunisasi atau
Cut memeriksakan

2. | Cut Suryani | Dusun Anak berusia 3 | kesehatanya sesuai data
Meunasah tahun yang telah dikumpulkan
Cut di balai pelayanan

3. | Fatimah Dusun Anak berusia 5 | kesehatan di Puskesmas
Meunasah tahun yang telah disediakan.
Blang Dibuktikan dengan

4. | Lisnawati Dusun Anak berusia | buku kunjungan yang
Meunasah 10 bulan ditandatangani oleh
Cut bidan setempat dan

5. | Rosmita Dusun Anat berusia 1 | apabila 5 atau 6 kali
Meunasah tahun tidak datang melakukan

pemeriksaan maka




Cut

penerima akan
dikeluarkan dari
bantuan PKH

Sumber: Pendamping PKH Gampong Manyang Cut, Tahun 2022
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2. Komponen pendidikan meliputi: anak SD/MI atau sederajat, anak

SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat dan anak usia

enam sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan

wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Tabel 4.2
Jumah Penerima KPM PKH Komponen Pendidikan

No. | Nama Alamat Keterangan Kewajiban dan
Penerima sanksi

1. | Fatimah M.Ali | Dusun Anak SD Wajib datang
Meunasah Cut minimal 85%

2. | Fazlina Dusun Anak SMP kehadiran di kelas
Meunasah Cut dan apabila

3. | Halimah Dusun Anak SMP kehadiran kurang

Abdullah Meunasah Blang dari ketentuan

4. | Haryani Dusun Anak SMA | tersebut maka
Meunasah Cut penerima akan

5. | Lindawati Dusun Anak SMP dikeluarkan dari
Meunasah Cut bantuan PKH

6. | Mariyani Dusun Anak SD
Meunasah
Krueng

7. | Maryani Dusun Anak SMP
Meunasah
Krueng

8. Murlina Dusun Anak SD
Meunasah
Krueng

9. | Nuraini Dusun Anak SMA
Meunasah Blang | dan SMP

10. | Nuraini Dusun Anak SMP
Meunasah Blang

11. | Nurbaiti Dusun Anak SMP
Meunasah Cut

12. | Nurhasanah Dusun Anak SMA

Meunasah
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Krueng

13. | Nurhayati Dusun Anak SMA
Meunasah
Krueng

14. | Nurlaila Dusun Anak SMA
Meunasah Cut

15. | Nurlaila Dusun Anak SD

A.Bakar Meunasah Blang

16. | Nurlaila Daud | Dusun Anak SMP
Meunasah Blang

17. | Rina Rahayu Dusun Anak SD
Meunasah Blang

18. | Rosnawati Dusun Anak SMP
Meunasah Blang

19. | Rukiah Dusun Anak SMA
Meunasah Blang

20. | Suryati Dusun Anak SD
Meunasah Cut

21. | Syarifah Ratna | Dusun Anak SMA
Meunasah Blang

22. | Yanti Dusun Anak SD
Meunasah Blang

23. | Yusnha Dusun Anak SMA
Meunasah
Krueng

Sumber: Pendamping PKH Gampong Manyang Cut, Tahun 2022

puluh tahun) dan penyandang disabilitas berat

3. Komponen kesejahteraan sosial meliputi: lanjut usia mulai dari 70 (tujuh

Tabel 4.3
Jumah Penerima KPM PKH Komponen Kesejahteraan
No. | Nama Alamat Keterangan | Kewajiban dan Sanksi
Penerima

1. | Fatimah Dusun Lansia Wajib melakukan
Meunasah pemeriksaan kesehatan
Krueng serta penggunaan

2. | Hamidah Dusun Lansia Puskesmas Santun
Meunasah Lanjut Usia dan apabila
Krueng yang lanjut usia

3. | Maryati Dusun Lansia tersebut meninggal
Meunasah maka keluarga tersebut
Krueng tidak dapat betuan PKH
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4. | Marzaini Dusun Lansia lagi
Meunasah Cut
5. | Rukiah Dusun Lansia
Meunasah
Blang
6. | Khatijah Ali | Dusun Penyadang Pihak keluarga atau
Meunasah Cut | disabilitas pengurus melayani,
berat merawat dan

memastikan

pemeriksaan kesehatan

bagi penyandang
distabilitas berat dan
apabila 5 atau 6 kali
tidak melakukan
pemeriksaan maka
penerima akan
dikeluarkan dari PKH

Sumber: Pendamping PKH Gampong Manyang Cut, Tahun 2022

Selain data penerima KPM PKH yang di atas, ada sebagian penerima

KPM PKH yang sudah dikeluarkan pada saat resertifikasi atau pendataan ulang.

Data penerima KPM PKH yang sudah dikeluarkan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:
Tabel 4.4
Jumah Penerima KPM PKH Yang Sudah Dikeluarkan

No. | Nama Penerima Alamat Keterangan

1. | Khairiah Dusun Meunasah Cut Anaknya tidak masuk
sekolah lagi

2. | Maneh Dusun Meunasah Krueng | Tidak ada lagi anak
dalam pendidikan

3. | Nurmala Dusun Meunasah Cut Tidak ada lagi anak
dalam pendidikan

4. | Nuraini Dusun Meunasah Cut Anaknya tidak masuk
sekolah lagi

5. | Nurhasanah Dusun Meunasah Cut Sudah mampu

6. | Saindah Dusun Meunasah Cut Mencabut stiker PKH

7. | Faridah Dusun Meunasah Kreung | Menutup stiker PKH

Sumber: Pendamping PKH Gampong Manyang Cut, tahun 2022
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4. Penyaluran bantuan sosial
Bantuan sosial PKH diberikan dalam bentuk uang tunai kepada penerima
manfaat PKH dengan cara bertahap. Bantuan sosial yang diterima oleh peserta
PKH dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan
sosial, modal usaha dan kebutuhan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan

PKH. Adapun jumlah bantuan yang diterima di setiap komponen anatara lain:

Kategori . Indeks/tahun (Rp) Indeks/3 bulan (Rp)
[ 1bu Hamil JIS - 3.000.000 | 750.000
/) Y ) | 750.000
% "
=== E s
ﬁ | 225.000
| 375.000
| 500.000
[ 600.000
l 600.000

Gambar 4.3 Jumlah Bantuan Yang diterima KPM PKH

Sumber: Pendamping PKH Gampong Manyang Cut, Tahun 2022

Dari hasil wawancara peneliti dengan pendamping tentang mekanisme

penyaluran bantuan sosial PKH yaitu:

“Pendamping PKH ketika hendak menyalurkan dana bantuan dari
pemerintah ke tangan peserta, pendamping terlebih  dahulu
mengkoordinasikan  dana  tersebut dengan pihak Bank, lalu
menginformasikan kepada penerima manfaat agar tidak terjadi antrian dan
penumpukan dan juga pendamping berkoordinasi dengan operator untuk
memastikan rekening penerima manfaat sudah diaktivasi, selesai
pengambilan bantuan dana tersebut, pendamping merekap data-data yang
sudah menerima atau mengambil uang bantuan tersebut di Bank atau juga
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bisa dinamakan mengontrol penerima manfaat dalam pengambilan dana
itu.”

Namun, dengan adanya kebikajakan pemerintah, yang memakai Bank
.syariah akan di gantikan dengan buku Bank BSI . dengan pemindahan tersebut
banyak KPM PKH yang repot diwaktu pencairan dana. Adapun wawancara
dengan salah satu penerima PKH di Meureudu yang mengatakan bahwa :Dengan
digantinya buku baru banyak penerima bantuan harus mendatangi langsung kantor
Dinas Sosial untuk proses penyaluran, sehingga menyebabkan antrian yang

panjang dan lama, ada yang menunggu dari pagi sampai sore hari baru selesai.

5. Pemutakhiran Data
Pemutakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal.
Pemutakhiran data ini dilakukan oleh pendamping PKH yang bekerjasama dengan
ketua kelompok PKH. Adapun perubahan informasi dari KPM antara lain:
a. Perubahan tempat tinggal
b. Perubahan nama pengurus dikarenakan meninggal, cerai dan lain- lain
c. Perubahan komponen kepesertaan

d. Perubahan kondisi ekonomi, dan lain- lain
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o

Gmbar 4 Peutakhiran Data

Sumber: Pendamping PKH Gampong Manyang Cut, Tahun 2022

Hasil wawancara peneliti dengan pendamping PKH yang berkaitan dngan

pemutakhiran data yaitu:

“Jika data yang asalnya 20 orang dan dalam satu keluarga terdiri dari
kakek, nenek dan cucu tetapi yang mendapat PKH hanya nenek saja. Jika,
suatu saat neneknya meninggal, maka bisa digantikan dengan lansia yang
satunya yaitu kakek, hal itu sudah merubah data asal, tapi ketika ada satu
keluarga terdiri dari ibu, anak dan kakek akan tetapi PKH hanya memberi
bantuan kepada kakek, maka ketika kakeknya meninggal dunia, bantuan
PKH yang diterima oleh kakek tersebut tidak bisa digantikan dengan
keluarganya yang masih hidup, karena PKH tidak bisa digantikan dan
tidak bisa usul. Hal tersebut sudah sesuai dengan data yang diberikan oleh
Kementrian Sosial, sebagai pendamping rutin, dalam mengecek data-data
penerima manfaat dan bekerja sama dengan ketua kelompok semisal ada
kematian, kelahiran anggota keluarga baru, pindah sekolah, pindah tempat
tinggal dan lain- lain.”

Jadi, dalam ruang lingkum keluarga penerima PKH itu dalam satu KK

berhak mendapatkan satu komponen saja tidak bisa mengajukan dua komponen

dalam satu KK, walaupun dalam satu KK tersebut terdapat komponen-komponen
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6. Verivikasi komitmen
Verifikasi komitmen ini bertujuan untuk memastikan seluruh anggota
KPM PKH terdaftar, hadir dan mengakses fasilitas kesehatan, layanan pendidikan
dan kesejahteraan sosial oleh KPM PKH dalam memenuhi kewajibannya sebagai
peserta KPM PKH. Dari hasil wawancara peneliti dengan pendamping PKH yaitu:

“Untuk verifikasi komitmen ini pendamping mengawal dibidang
pendidikan dan kesehatan. Keluarga yang masih duduk dibangku sekolah
kami pantau disekolahanya, setiap satu bulan sekali bukti siswa itu diberi
buku absensi khusus dari PKH untuk diberikan kepada guru atau wali
kelasnya agar siswa terpantau kedisiplinanya dalam mengikuti
pembelajaran. Sedangkan dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan kita
mengawal ibu hamil, balita dan lansia untuk mengikuti imunisasi atau
memeriksakan kesehatanya sesuai data yang telah dikumpulkan di balai
pelayanan kesehatan di Puskesmas yang telah disediakan. Kunjungan
peserta PKH ke layanan kesehatan itu dibuktikan dengan buku kunjungan
yang ditandatangani oleh bidan setempat.”

Jadi, setiap komponen itu mendpatkan buku absensi dan buku kunjungan
kesehatan. Dibuku tersebut pedamping bisa mengakses dan melihat langsung

bagaimana ketaatan KPM dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di PKH.

— W ¢
Gambar 4.5 Pemberian Buku Absensi Bagi Murid
Sumber: Pendamping PKH Gampong Manyang Cut, Tahun 2022
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7. Pendampingan

Peranan pendamping dalam 3 unsur Komponen PKH vyaitu :

a. Bidang pendidikan

Bidang pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wijib belajar 12
tahun,wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling
sedikit85%( delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif.Peran
pendamping PKH dalam mengevaluasi siswa nya di sekolah-sekolah dengan
meminta absensi siswa kepada wali kelas murid masing-masing.Jika penerima
PKH tidak hadir 85 % di Madrasah, maka bantuan tidak diterimasecara utuh di
bulan berikutnya. Dan juga siswa yang mendapat kan uang tunaidari PKH tersebut
harus di mentoring kemana dipakai uang tersebut. Karenauang pkh dalam bidang

pendidikan itu harus dipakai dalam urusan pendidikanjuga tidak untuk yang lain.

Adapun wawancara terhadap pendamping PKH tentang Ketaatan penerima

PKH dalam bidang pendidikan ini:

“Terkadang ada beberapa anak sekolah dimana mereka pergi kesekolah
dari rumah nya pas tiba disekolah malah di masuk (bolos) mereka pergi
ketempat lain yang dimana orang tua mereka tidak mengetahuinya , yang
mereka kira anak-anaknya benar pergi kesekolah ternyata tidak, kami
selaku pendamping memberi peringatan keras terhadap anak dan orang tua
siswa terkait ini, jika masih bolos maka kami akan kenakan sanksi kepada
mereka.”

b. Bidang Kesehatan.

Bidang kesehatan terdiri dari ibu hamil/ nifas/ menyusui anak usia dini(0-

6 tahun) vyang belum wajib memeriksa kesehatan pada fasilitas/
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pelayanankesehatan sesuai dengan protokal kesehatan. Setiap KPM penerima
PKH dalamkatagori ini, maka mereka masing-masing wajib membawa buku yang
diberikansetiap penerima PKH dibidang kesehatan, buku tersebut dibawa pada
saatmereka datang ke posyandu atau memerikasa kesehatan bagi ibu hamiladapun
peran penamping PKH dalam komponen kesehatan yaitu ikut sertadalam
memeriksa palayana kesehatan salah satu nya dalam program Posyandu,dan juga

menverifikasi keshatan (mendata) kehadiran KPM tersebut.

ambar 4.6 Mengikuti osyandu balita
Sumber: Pendamping PKH Gampong Manyang Cut, Tahun 2022

c. Bidang Kesejahteraan

Bidang kesejahteraan terdiri dari lanjut usia dan/atau penyandang
disabilitasberat, wajib mengikuti kegiatan dibidang kejahteraan sosial sesuai
kebutuhanyang dilakukan minimal setahun sekali.Pihak pendamping ikut serta
mengurus, merawat, melayani, serta memastikankesehatan penyandang disabilitas
tingkat berat minimal satu tahun sekali,memperoleh layanan home visit dari
tenaga kesehatan yang berkunjung kerumah keluarga miskin dengan anggota
keluarga penyandang disabilitas tingkatberat serta juga memperoleh layanan home

care atau adanya pengurus yangmerawat.
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Gambar 4.7 Layanan kesehatan penyandang disabilitas
Sumber: Pendamping PKH Gampong Manyang Cut, Tahun 2022

Pendampingan terhadap KPM PKH juga dapat dilakukan oleh pendamping
sosial PKH melalui pertemuan kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga (P2K2). Dari hasil wawancara peneliti dengan pendamping
PKH, yang menyatakan bahwa PKH di Gampong Manyang Cut, pertemuan
kelompoknya/ rapat diadakan 3 bulan sekali membahas tentang informasi terkait
tata tertib, aturan PKH serta akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan

kesejahteraan.

Adapun wawanacara saya kepada KPM mengenai peranan pendamping
dalam semua komponen mereka mngatkan bahwa “kami sangat membantu
dengan kehadiran pendamping di semua kegiatan yang kita jalani baik itu dalam
bentuk pelayana, pengarahan dan pemantauan.

8. Transformasi kepesertaan
Transformasi kepesertaan adalah proses pengakhiran sebagai peserta KPM

PKH melalui kegiatan resertifikasi. Pada kegiatan resertifikasi ini KPM PKH
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kembali dilakukan pendataan ulang dan dievaluasi kembali status ekonominya
setelah mendapakan bantuan PKH. Seperti halnya yang dikatakan oleh
pendamping PKH melalui wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan bahwa
bantuan PKH yang diterima oleh KPM selama 6 tahun. Pada tahun ke lima
menjelang berakhirnya kepesertaan KPM, maka akan dilakukan resertifikasi yang
mana hasil dari resertidikasi tersebut akan digunakan untuk menetapkan status
akhir kepesertaan PKH.

Selain itu  Dinas Sosial juga melakukan sosialiasi dengan kegiatan
penempelan stiker disetiap rumah penerima PKH di setiap Kecamatan/Kota.
dengan pemasangan stiker ini juga menjadi salah satu upaya verifikasidan validasi
basis data terpadu penanganan fakir miskin. Penerima PKH yang sudah tertempel
stiker PKH tidak boleh mencabut, menutup atau merobek stiker yang telah di

tempelkan itu. Apabila kedapatan akan di keluarkan dari anggota keluarga PKH,

karena di anggap tidak mentaati salah satu kegiatan yang di dilakukan.

Gambar 4.8 Penempelan Stiker Penerima PKH

Sumber: Pendamping PKH Gampong Manyang Cut, Tahun 2022
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4.2.2 Ketaatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program

Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Manyang Cut.

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan di Bab sebelumnya, kualitas
sumber daya manusia rendah apabila pendidikan dan kesehatan rendah sehingga
tidak menutup kemungkinan akan memicu kemiskinan. Oleh sebab itu pemerintah
merangcang sebuah program untuk mengatasi kemiskinan yang salah satu
programnya yaitu program keluarga harapan (PKH). Hadirnya program ini
mencoba untuk membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas
hidup serta mampu memutus rantai kemiskinan. Pada pelaksanaannya PKH di
Gampong Manyang Cut terlaksana pada tahun 2013 untuk wilayah Pidie Jaya
yang mana Gampong Manyag Cut merupakan bagian dari Kecamatan Meureudu.

Sebagaimana yang penulis jelaskan pada bagian tinjauan teoritis dan
penulis bandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan dilapangan, Program
Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat
kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data
terpadu program penanganan fakir miskin yang memfokuskan tiga komponen
yaitu pendidikan (meningkatkan taraf pendidikan anak KPM), kesehatan
(meningkatkan status kesehatan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita) dan
kesejahteraan (penyandang disabilitas berat dan lansia diatas 70 tahun). PKH ini
mencoba untuk membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas
hidup serta mampu memutus rantai kemiskinan. Dalam hal ini ditunjukkan

dengan adanya suatu PKH di Gampong Manyang Cut seperti di bidang kesehatan,
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bidang pendidikan dan kesejahteraan dengan tujuan untuk menurunkan angka
kemiskinan, mandiri, dan perubahan prilaku pada KPM. Setelah menerima
bantuan tunai dari PKH diharapkan aspek kesehatan, ekonomi serta pendidikan
mengalami perubahan, dan tentunya akan berangsur-angsur membaik. Perubahan
tersebut dapat dilihat pada penerima manfaat sebelum mendapatkan bantuan dan
sesudah mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan ini.

Dalam sebuah program pastinya ada kewajiban yang harus dilakukan oleh
seseorang. Sama halnya pada PKH, KPM PKH juga memiliki kewajibannya
masing- masing supaya selalu mendapatkan bantuan. Dan apabila tidak
menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, akan diberikan sanksi atau
dikeluarkan dari program bantuan PKH tersebut. Adapun kewajiban KPM PKH
yaitu terdiri dari:

1. Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/ nifas/ menyusui anak usia dini
(0- 6 tahun) yang belum wajib memeriksa kesehatan pada fasilitas/
pelayanan kesehatan sesuai dengan protokal kesehatan.Adapun peran
penamping PKH dalam komponen kesehatan yaitu ikut serta dalam
memeriksa palayana kesehatan salah satu nya dalam program Posyandu,
dan juga menverifikasi kesehatan (mendata) kehadiran KPM tersebut.

2. Komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12
tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling
sedikit 85%( delapan puluh lima persen) darihari belajar efektif. Adapun
wawancana dengan salah satu pendamping pkh mengatkan bahwa:

“Petugas pendamping PKH akan melakukan pemantauan kehadiran siswa
setiap bulan dan akan melaksanakan pemotongan bantuan tunai bagi
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keluarga yang tidak mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan dan
peserta PKH mengetahui persis bahwa mereka harus memenuhi sejumlah
kewajiban untuk dapat menerima bantuan tunai. Jika penerima PKH tidak
hadir 85 % di Madrasah, maka bantuan tidak akan diterima secara utuh di
bulan berikutnya. Dan juga siswa yang mendapat kan uang tunai dari PKH
tersebut harus di mentoring kemana dipakai uang tersebut. Karena uang
pkh dalam bidang pendidikan itu harus dipakai dalam urusan pendidikan
juga tidak untuk yang lain.”

Adapun wawancara dengan penerima di Meureudu PKH yang
mengatakam bahwa dengan adanya program ini membuat kami mudah
mengakses pendidikan dan sangat membatu kami dalam memenuhi
kebutuhan sekolah membeli peralatan sekolah, sehingga anak-anak
semakin rajin kesekolah dan tidak bermasal-malasan.

Komponen kesejahteraan terdiri dari lanjut usia dan/atau penyandang
disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan dibidang kejahteraan sosial
sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali. Pihak keluarga
wajib mengurus, merawat, melayani, serta memastikan kesehatan
penyandang disabilitas tingkat berat minimal satu tahun sekali,
memperoleh layanan home visit dari tenaga kesehatan yang berkunjung ke
rumah keluarga miskin dengan anggota keluarga penyandang disabilitas
tingkat berat serta juga memperoleh layanan home care atau adanya
pengurus yang merawat dan memandikan penyandang disabilitas tingkat
berat.

KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan
kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan

. Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajibannya, kecuali terjadi

kejadian kahar (force majeure).
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6. KPM vyang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenankan sanksi.
Mekanisme sanksi akan ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk
pelaksanaan verifikasi komitmen.

Pernyataan tersebut sama halnya dengan yang dikatakan oleh pendamping
PKH Gampong Manyang Cut, yang mana beliau mengatakan bahwa:

“Semua KPM PKH Gampong Manyang Cut harus melaksanakan
kewajibannya dan apabila keluarga penerima manfaat (KPM) tidak
memenuhi kewajiban tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa
penangguhan atau pemberhentian bantuan sosial PKH.Selain tentang
kewajiban, KPM PKH juga harus mengetahui tentang penangguhan atau
pembatalan seseorang peserta penerima bantuan PKH, antara
lain:1)Bantuan tidak dibayarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen
yang telah ditentukan untuk 1 kali siklus penyaluran bantuan (3 bulan
berturut-turut) namun masih tercatat sebagai peserta Program Keluarga
Harapan (PKH). 2)Dalam tiga (3) kali siklus penyaluran bantuan berturut-
turut (9 bulan) peserta tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari
kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui investigasi dalam
monitoring dan evaluasi kegiatan. 3)Keluarga sangat miskin terbukti tidak
memenuhi Kkriteria sebagai Program Keluarga Harapan (PKH), maka
dikeluarkan dari kepesertaan. 4)Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
yang telah dikeluarkan kepesertaanya tidak dapat diajukan kembali
sebagai peserta.”

Dan melalui wawancara dengan salah satu anggota KPM PKH, beliau
mengatakan bahwa ada beberapa kewajiban KPM PKH, tapi salah satunya yaitu
kita harus selalu mengikuti rapat PKH dan selain mengikuti rapat KPM PKH juga
harus menempelkan stiker PKH dimasing- masing rumah dan Alhamdulillah
semua anggota KMP PKH sekarang sudah melaksanakan kewajibannya dengan

baik.
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Gambar 4.9 Rapat penerima PKH
Sumber: Pendamping PKH Gampong Manyang Cut, Tahun 2022
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan sebagaimana yang telah di uraikan pada
bagian sebelumnya mengenai ketaatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam
Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Manyang Cut Kecamatan
Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa:

1. Pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga
Harapan (PKH) di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu
Kabupaten Pidie Jaya saat ini sudah dikategorikan baik dan berjalan
dengan lancar. Adapun tahapan pendataan KPM PKH vyaitu sebagai
berikut: 1) Tahap perencanaan. 2) Tahap Pertemuan awal dan validasi. 3)
Penetapan KPM PKH. 4) Penyaluran bantuan sosial. 5) Pemutakhiran
Data. 6) Verivikasi komitmen. 7) Pendampingan. 8) Transformasi
kepesertaan. Diantara semua tahap tersebut hanya saja pada Verifikasi
komitmen dalam memastikan seluruh anggota KPM PKH terdaftar hadir
dan mengakses fasilitas kesehatan, layanan pendidikan dan kesejahteraan
sosial oleh KPM PKH dalam memenuhi kewajibannya masih sedikit
lemah.

2. Ketaatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga

Harapan (PKH) di Gampong Manyang Cut Kecamatan Meureudu
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Kabupaten Pidie Jaya dalam menjalankan kewajibannya sudah sangat
baik. Adapun kewajibannya adalah: a) Komponen kesehatan terdiri dari
ibu hamil/ nifas/ menyusui anak usia dini 0- 6 tahun) yang belum wajib
memeriksa kesehatan pada fasilitas/ pelayanan kesehatan sesuai dengan
protokol kesehatan dan untuk komponen kesehatan sudah 100 % taat yang
mana dibuktikan dengan tidak ada yang dikeluarkan dikomponen
kesehatan. b) Komponen pendidikan terdiri dari naka usia sekolah wajib
belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat
kehadiran paling sedikit 85%(delapan puluh lima persen) darihari belajar
efektif dan untuk komponen pendidikan sudah 80% taat yang mana 3
KPM PKH dikeluarkan dikarena anaknya tidak masuk sekolah lagi.
c)Komponen kesejahteraan terdiri dari lanjut usia dan/atau penyandang
disabilitas berat,wajib mengikuti kegiatan dibidang kejahteraan sosial
sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali untuk
komoponen kesejahteraan sudah 100% taat yang mana dibuktikan dengan
tidak ada yang dikeluarkan dikomponen kesejahteraan. d) KPM sudah
100% taat dalam hal kehadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan
peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan. e) Seluruh anggota
KPM harus menempel stiker PKH dirumah masing- masing dan untuk
penempelan stiker 80% taat yang mana dua orang KPM dikeluarkan
karena mencabut dan menutupi stiker PKH. Setiap ada kewajiban pasti
adanya sanksi, maka apabila tidak menjalankan kewajibannya penerima

PKH akan dikenakan sanksi berupa penanguhan/ pemberhentian. Adapun
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penangguhan atau pembatalan seseorang peserta penerima bantuan PKH,
antara lain:1) Bantuan tidak dibayarkan bila peserta tidak memenuhi
komitmen yang telah ditentukan untuk 1 kali siklus penyaluran bantuan (3
bulan berturut-turut) namun masih tercatat sebagai peserta Program
Keluarga Harapan (PKH). 2)Dalam tiga (3) kali siklus penyaluran bantuan
berturut-turut (9 bulan) peserta tidak mengambil bantuan, maka
dikeluarkan dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui
investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan. 3)Keluarga sangat
miskin terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai Program Keluarga
Harapan (PKH), maka dikeluarkan dari kepesertaan. 4)Peserta Program
Keluarga Harapan (PKH) yang telah dikeluarkan kepesertaanya tidak
dapat diajukan kembali sebagai pesertamaka itu karena mereka sudah tidak
termasuk ke dalam 3 kriteria kepesertaan PKH.

Saran

Adapun saran yang disampaikan terhadap hasil kesimpulan adalah sebagai

berikut:

1.

Setelah terlaksananya penelitian peran pendamping PKH di Gampong
Manyang Cut terkait dengan pengentasan kemiskinan perlu ditingkatkan
lagi, yakni dengan mempersiapkan pendamping yang lebih banyak
(matang atau inisiatif), sehingga pelaksanaan PKH dapat berjalan dengan
lebih baik lagi dan berkelanjutan.

Melihat adanya perubahan dari KPM PKH, maka diharap penerima tetap

serius, semangat, cepat beradaptasi, serta lebih aktif dalam proses
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berjalannya program diskusi maupun pertemuan Yyang sifatnya
mendukung.

Keberhasilan program PKH yang ada di Gampong Manyang Cut,
Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya adalah peran pendamping
dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya, yang mana
hendaknya pendamping dan Pemerintah Daerah berani berkorban

meluangkan waktu baik dalam situasi dan kondisi lingkungan apapun .
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Panduan Wawancara

No Pertanyaan Informan

1. | Apakah Bapak sebagai koordinator pendamping sudah Geuchik
memahami dengan jelas mengenai PKH?

2. | Menurut Bapak, Apa program PKH?

3. | Siapakah sasaran dari pelaksanaan PKH di Gampong
Manyang Cut?

4. | Bagaimana cara menyalurkan bantuan Program Keluarga
Harapan kepada penerima manfaat?

5. | Sejak kapan anda sebagai pendamping PKH di Pendampih
Kecamatan ini dan apa saja sarana dan prasarana yang PKH
dimiliki oleh PKH Gampong Manyang Cut

6. | Bagaimana pola pendampingan penerima manfaat
program keluarga harapan yang ada di Gampong
Manyang Cut?

7. | Bagaimana prosedur pendataan pelaksana PKH di
Gampong Manyang Cut?

8. | Bagaimana proses sosialisasi tahapan pertemuan awal
setelah penetapan data penerima bantuan PKH yang
terjadi di Gampong Manyang Cut:

9. | Apa saja ketentuan/ peraturan yang harus dilaksanakan/
dijalani oleh penerima manfaat program keluarga
harapan yang ada di Gampong Manyang Cut?

10. | Bagaimana cara mengatasi ketika ada perubahan data
penerima manfaat Program Keluarga Harapan?

11. | Apakah Program Keluarga Harapan yang telah

dilaksanakan di Gampong Manyang Cut sudah mencapai
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hasil atau tujuan yang diinginkan?

12. | Apa saja kendala pelaksanaan PKH di Gampong
Manyang Cut?

13. | Bagaimana ketaatan/kepatuhan keluarga penerima
manfaat program keluarga harapan yang ada di
Gampong Manyang Cut

14. | Sejak kapan anda menjadi penerima dan bagaimana KPM PKH
gambaran Program Keluarga Harapan di Gampong
Manyang Cut?

15. | Mengapa anda mendapatan bantuan pkh? Pkh dalam
bidang apa ?

16. | Apakah Anda sebagai masyarakat sudah memahami
dengan jelas prosedur dalam mendapatkan bantuan itu?

17. | Apakah program ini telah memberikan keuntungan
kepada keluarga sangat miskin?

18. | Apa saja bantuan yang diberikan oleh program pkh?

19. | Menurut anda, apakah program pkh ini memiliki manfaat
untuk anda?

20. | Apakah anda sering mengikuti rapat pkh?

21. | Apakah dirumah anda ada stiker pkh?

22. | Apakah anda termasuk anggota penerima manfaat

program keluarga harapan yang ada taat/ patuh terhadap
ketentuan pkh?
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